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Kata Pengantar
Syukur A!hémdulil!ah, telah lama sekali mencoba
menulis beberapa perkembangan tentang tindak pidana
korupsi, Dan kini sudah dapat direalisasikan, walaupun banyak
kendala yang harus dihadapi, termasuk harus keluar dari
jabatan yang masih baru kami emban beberapa waktu lalu,

rela untuk ditinggalkan karena ingin memfokuskan diri dalam
menulis, termasuk penyelesaian buku ini.

Buku tentang Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi
ini, edisi kedua di mana uraiannya lebih diperluas tentang
beberapa hal, terutama dengan perkembangan tindak pidana-
korupsi, baik dari segi regulasi seperti adanya undang-undang
KPK yang baru tahun 2019, juga dengan fenomena tindak
pidana korupsi yang semakin kompleks. Itulah sebabnya ,
tulisan dalam buku ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan -

“hukum terkait tindak pidana korupsi.

Berbagai fenomena kontroversi/kendala penindakan
dan pencegahan tindak pidana korupsi di tanah air. Misalnya,
mereka yang terkait tindak pidana korupsi lari ke luar negeri,
ada juga tetap meraja lela di tanah air tetapi sulit ditemukan
dan dijerat. Terutama jika si terduga itu termasuk dalam
kalangan elit politik atau ada kaltannya dengan petmgg|-
petinggi partai politik. %

ltulah sebabnya, mungkin ada yang berkata, bahwa
pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan waktu yang
‘cukup lama untuk menyadarkan bangsa ini agar tidak
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melakukan korupsi. Saat ini, ada lagj
dini agar Perguruan Tinggi (terutamg fakult ry
memasukkan hal korups; dalam kurikulum, s ehinc,,:s hukum
mata kuliah “Pendidikan Anti Korups;i”. Masala:; Muneyy,
ialah, korupsi itu terjadi bukan dj kalangan mahas\;{_j v:ekaran
oleh kalangan elit-ejjt bangsa. Jika d emikian - ma:, tetap;
problematika—nya? Apakah kondisi ' a letyy

. nasional bjsy kembg
normal tanpa korupsi? Kita optimis bahwa nant; Suaty sag
bisa.

Upaya DEHCEgahan g

- Pada adisi ketiga ini tindak pidana korupsi digambariap
Secara ekstensif seperti korupsi dikaitkan dengan korporasi,
administrasi dan victims, termasuk juga kaitannya dengan
kejahatan cyber dengan sarana T sekalipun dalam bentyk
contoh yang sederhana tetapi faktual.

" Semogalah buku yang sampai di tangan para pembaca
(terutama kalangan mahasiswa S1 sampai tingkat doktoral),
kendati sangat sederhana, tetapi bisa menjadi bacaan yang
inspiratif tentang apa dan bagaimana pemberantasan korupsi
di Indonesia dewasa ini.

Makassar, 27 Februari 2020
Penulis:

Dr. Kamri Ahmad, SH. M.Hurﬁ, Dosen FH-UM!, Lektor Kepala
(Associate Professor)
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BAGIAN PERTAMA
| I
. Pendahuluan

sangat beragam. Bukan hanya orang awam, tetapi

—semahaman masyarakat tentang korupsi ternyata
q)juga kalangan pakar dan praktisi.

Keragaman pemahaman itu salah satu pengaruhnya
adalah terkait dengan alam pikiran konseptualnya. Misalnya,
seorang pakar ilmu administrasi negara memahami korupsi
itu dari sudut pandangan adminsitrasi negara. Bahkan ada
yang mengklaim, bahwa “korupsi” adalah bagian dari hukum
administrasi negara dengan alasan, bahwa korupsi
‘menyangkut kekuasaan dan administrasi negara. Seorang
advokat akan melihat pengertian korupsi-itu secara terbalik
dengan jaksa penuntut umum. Demikian halnya dengan orang
awam, akan memaknai korupsi itu dari sudut pandang, bahwa
segepok uang negara telah diambil oleh seseorang yang
menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya sehingga
merugikan keuangan negara. -

- Oleh sebab itu, menyamakan persepsi tentang pengartian
korupsi, adalah sesuatu yang penting karena di situlah
dibutuhkan batasan-batasan yang dapat dijadikan ukuran oleh
semua pihak. Tanpa batasan pengetian korupsi, akan
membuka peluang terjadinya penafsiran secara ekstensif
sémua orang yang justru hanya membuka permasalahan baru
yang tidak menyelesaikan masalah.

Undang-undang tidak pidana korupsi sendiri dibentuk oleh
negara untuk mengantisipasi pencegahan kerugian keuang-
an serta perekonomian negara. Atau jika terjadi korupsi, maka
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sedapat mungkin lembaga peradilan koru
mengupaya-kan pengembalian keuangan negara yang biasg
disebut uang pengganti. Karena berdasarkan Pemantauan /
survei masyarakat internasional, Indonesia sudah terbilanl
sebagai negara terkorup di dunia. Oleh sebab itu, aturap.

aturan hukum yang berkenaan dengan tindak Pidana korups;
sudah pasti sangat dibutuhkan.

pSi dapat

Seperti yang sudah diketahui oleh halayak ramaij,
bahwa ternyata korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan
perekonomian negara, tetapi juga dapat melumpuhkan
pembangunan nasional suatu negara, serta menyengsarakan
rakyat. Dikatakan menyengsarakan rakyat, karena semua
uang yang dikorupsi tersebut pada akhirnya ditanggung oleh
rakyat melalui pembayaran pajak dan lain-lain. Itulah
sebabnya, ada yang menilai bahwa korupsi dapat dikatakan
melanggar HAM masyarakat.Bahkan kini ada juga jenis Tindak
Pidana Korupsi sebagai embrio besar dari korupsi.Embrio baru
itu adalah money politic. Penulis sebut ini sebagai embrio
‘baru tindak pidana korupsi karena ada penyuapan kepada
banyak pemilik kuasa yang akan menyalurkan suaranya baik

dalam pilkada maupun dalam pilpres.Jenis ini belum banyak
dikaji oleh kalangan pakar hukum pidana.

- Dalam buku ini juga disisipkan contoh-contoh kasus tindak
pidana korupsi sebagai bagian dari pembahasan untuk
menggambarkan tindak pidana korupsi in-emcrito
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Riwayat Penulis .
W )

Buku tentang Pengantar Hukum Indonesia i, merupakanbuku =

| (hgo>2 pembahasannya dengan biku-buku' pengantar Hukum

 ndonesia lainnya yang disebut Pengantar: Tata’ Hukum Indonesia.
 (PTHI), sekalipun’ buku-buku’ PTHI itu tetap juga menjadi'bacaan

- Penulisdanbeberapahalbary. = 0 M e
. Buku ini dihajadkan sebagai pengantar bacaan bagi para

- mahasiswa di Fakultas Hokum'yang merefleksikan'suasanahukumala =
_ Indonesia tentang pelajaran-pelajaran’ dasar dari hukum'selama
~ menunfutilmu di Fakultas Hukum; Namun perlu diketahiii bahwa bilku
. ini bersifaf pengantar untuk masukpada ranah atmosfir jagad faya

. hukum yang amat luas lagl. Artinya, bukii'ini merupakan pemahaman

- awal guna mengenal ranah hukum secara spesifik dan khas seperti’
_hukum pidana, administrasi neraga, hukum tata Negara dan hukum =~
perdata dan lain-lain. Oleh sebab' itu; dapat juga dibaca oleh
mahasiswatingkatlanjutan dalam haliini S2dan S3 sebagaireferensi.
-~ Kamri Ahmad (lahir di Sidrap, 27.Desember 1959), menempuh
. pendidikan SD, Madrasah Tsanawiah, Aliah di Baranti, Sidrap,

-~ kemudian pada Fakultas Hukum (SH) Universitas Muslim Indonesia
~Makassar 1989, melanjutkan studi pada Program Magister limu Hukum
~{S2) UNDIP Semarang 1997, dan Program’Doktor.{S3) limu Hukum

< 'UNDIP 2007 dalam konsentrasi Sistem Peradilan Pidana. Dosen pada

. Fakultas Hukum UMI Makassar sejak tahun 1990 — sekarang. Jabatan =

© = lektorKepala,lVctahun2008. =~ = = = = _

. Sebagai Dosen di 51, dan S2; S3 Pascasarjana UM|, Penulis. =
- pernah mengajar sebagai dosen luar biasa di IAIN Alauddin (kini UIN)
~ Makassar, baik $1 maupun S3 antara tahun 1999 — 2003, 2009-2010,

jugadiUnismuhBau-Bau, Palu, dan Universitas Gorontalo, Di samping . .

sebagai Advokat sejak 2000 hingga

;- penulis juga berprofesi

isas
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